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ABSTRAK 
 
 
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja 
Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten 
Bone 
 
 
The Influence of Accountability, Transparency, and Control to Performance 
Budgeting of the Value for Money Concept of Government Institutes in Bone 
Regency 
 
 
Rezky Mulya Anugriani 
H. Harryanto 
Rahmawati HS 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan 
pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money pada instansi 
pemerintah di Kabupaten Bone. 
Penelitian ini dilaksanakan pada 43 instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat eksplanatory yang menjelaskan 
hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Data 
penelitian ini diperoleh dari kuesioner, observasi, dan wawancara langsung. Hasil 
penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memberikan pengaruh yang positif 
terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. 
 
Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan Value for Money. 
 
 
This research aims to analyzed the influence of accountability, transparency, and control 
to performance budgeting of the Value for Money concept of government institutes in 
Bone Regency. 
The research was carried out in 43 government institutes in Bone Regency. This 
research using a quantitative method that is explanatory that explain the causal 
relationship between the variables of research by testing the hypothesis. The data of this 
research were obtained from questionnaires, observation and interviews. The result of 
this research is using multiple linear regression analysis show that accountability, 
transparency, and control give a positive effect to the performance budgeting of the 
Value for Money concept. 
 
Keywords: accountabilty, transparency, control, and Value for Money. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-
lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang 
terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik 
non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola 
secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab. 
Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan 
masyarakat terwujud dalam  pengelolaan keuangan daerah. Wujud dari akuntabilitas, 
transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan 
masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Pentingnya 
akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 di mana 
pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai esselon II untuk 
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  Sehubungan pentingnya keterbukaan 
informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan 
aktivitas Pemerintah Daerah. 
Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan 
anggaran adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam 
rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya 
pengelolaan anggaran yang baik. 
Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya 
pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri 
(pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu 
sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang 
bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan 
terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah 
disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. 
Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan 
perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan 
masyarakat banyak. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip Value for 
Money dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip Value for Money diyakini dapat 
memperbaiki kinerja sektor publik. Value for Money merupakan prinsip pengelolaan 
anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas. Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan 
biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002:7). 
Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah 
menguatnya tuntutan pelaksanan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh 
organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. 
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi 
dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, 
lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 
Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam 
pengelolaan anggaran adalah pada awal perencanaan penyusunan anggaran melalui 
Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) pada berbagai tingkat. Pada 
tahap pelaksanaan pengelolaan anggaran dan tahap akhir pengelolaan anggaran, 
informasi dan keterlibatan publik terputus, yang artinya publik hanya dilibatkan pada saat 
musyawarah rencana awal anggaran. Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan, 
usulan pembangunan adalah berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh 
publik, tetapi pelaksanaan dari Musyawarah Rencana Pembangunan yang sudah 
disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan pada saat Musyawarah 
Rencana Pembangunan. 
SKPD-SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena 
pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan, dan juga selalu 
merugi. Tuntutan baru agar SKPD-SKPD ini meningkatkan pelayanan melalui 
perwujudan Value for Money dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Value 
for Money merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang berdasarkan pada 
tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan anggaran 
dikaitkan dengan Value for Money karena masih banyaknya anggaran yang belum 
dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan 
tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). 
SKPD-SKPD seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab 
bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada Value for Money. 
Value for Money harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena 
dalam konteks otonomi daerah, Value for Money merupakan jembatan untuk mengantar 
Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu Pemerintah Daerah yang 
transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan terhadap kinerja 
anggaran pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan 
replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Lina Maulidiah pada tahun 2012. Faktor 
yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di 
instansi pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan organisasi sektor publik, 
sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Perusahaan Perum Perumnas Regional 
VII Cabang Sulsel I yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengangkat judul “Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep 
Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian 
sebagai berikut: 
1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value 
for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone ? 
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value 
for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone ? 
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value 
for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone ? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  
1. mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone; 
2. mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone; dan 
3. mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
Kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Kegunaan praktis 
Pihak pemerintah Kabupaten Bone dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 
sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam hal ini 
mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam 
pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
2. Kegunaan teoritis 
a. sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik dan 
memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori 
dan pengaplikasiannya; dan 
b. sebagai referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai 
pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam 
pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I : Pendahuluan 
  Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
  Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memaparkan teori-teori yang telah 
diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, yang selanjutnya digunakan dalam landasan 
pembahasan dan pemecahan masalah, serta kerangka pemikiran. 
BAB III : Metode Penelitian 
  Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi 
variabel, serta teknik analisis data. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
  Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai pengaruh 
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money dengan menguraikan hasil pengujian statistik 
yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. 
BAB V : Penutup 
  Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
saran untuk perbaikan di masa yang akan datang, dan keterbatasan 
penelitian yang telah dilakukan. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori  
2.1.1 Konsep Good Corporate Governance  
Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik 
atau penyelenggaraan pemrintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk 
bidang politik, ekonomi, dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Political governance 
mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Economic governance mengacu pada 
proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, 
pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative 
governance berarti bahwa penyelenggaraan setiap bidang dan tahapan pemerintahan 
harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif. 
Menurut Moeljono (2005:88), “Good Corporate Governance sebagai prinsip dasar 
tata kelola usaha”. Menurut Pieris dan Jim (2008:131), “Good Corporate Governance 
dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”. 
Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Faisal (2003:3) mendefinisikan 
“Good Corporate Governance sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan 
organ perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang 
saham, dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan 
perundang-undangan dan norma yang berlaku”. Tunggal dan Amin (2002:3) 
mendefinisikan “Good Corporate Governance sebagai suatu hal yang berkaitan dengan 
pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, 
nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan, pengelolaan 
sumber daya, dan resiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban 
perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya”. 
Konsep Good Corporate Governance berkembang seiring dengan tuntutan publik 
yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung 
jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya 
kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Selain itu, tuntutan ini juga 
mencerminkan keheranan publik mengapa kasus penyimpangan korporasi bisa terjadi 
dimanapun juga. 
Pada sisi lain, dapat dipahami bahwa di era globalisasi dan persaingan dunia 
bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, perusahaan-perusahaan dituntut memiliki 
Good Corporate Governance yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan 
yang dimaksud berperilaku dan bertindak dalam menghadapi persaingan (Antosius, 
2003:1). 
Good Corporate Governance bukanlah semata-mata persoalan membentuk 
organ-organ perusahaan, tapi Good Corporate Governance adalah bagaimana 
menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan sistem 
akunting dan keuangan yang memenuhi standar serta dilengkapi dengan sistem 
teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan. 
Sarana pendukung Good Corporate Governance di setiap perusahaan, yaitu 
(Herwidayatmo, 2003:7): 
1. perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi yang jelas; 
2. struktur organisasi yang menjamin keseimbangan pembagian tugas dan 
kejelasan tugas masing-masing, serta menghindari tumpang tindih dan hambatan 
birokratisme; 
3. kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta mekanisme kerja; 
4. budaya dan etika perusahaan; dan 
5. sistem pengendalian dan pengukuran kinerja. 
 
Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang 
efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan 
Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, 
yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, 
dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. 
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: 
1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang 
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten 
(consistent law enforcement). Peranan Negara dalam hal ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara Negara dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hokum 
nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan 
kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, regulator harus 
memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan 
penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara 
berkelanjutan; 
b. mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung 
jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (rule making 
rules); 
c. menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara Negara 
yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi; 
d. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 
secara konsisten (consistent law enforcement); 
e. mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 
f. mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk 
meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan 
mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung 
terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan; 
g. memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi 
dan pelapor (whistleblower) yang memberikan informasi mengenai suatu 
kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal 
dari karyawan (pegawai) atau pihak lain; 
h. meningkatkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate 
Governance dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha 
yang sehat, efisien, dan transparan; dan 
i. melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham 
lainnya, dalam hal ini Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan. 
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan Good Corporate Governance 
sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Peranan dunia usaha dalam hal ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim 
usaha yang sehat, efisien, dan transparan; 
b. bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha 
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan; 
c. mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 
d. meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan 
yang didasarkan pada azas Good Corporate Governance secara 
berkesinambungan; dan 
e. melaksanakan fungsi Ombudsman untuk dapat menampung informasi 
tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi 
Ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha 
atau sektor ekonomi tertentu. 
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang 
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan 
melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab. 
Peranan masyarakat dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. melakukan kontrol seperti dengan memberikan perhatian dan kepedulian 
terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara Negara 
serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia 
usaha melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung 
jawab; dan 
b. melakukan komunikasi dengan penyelenggara Negara dan dunia usaha 
dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. 
 
Menurut Pieris dan Nizam (2008:132), prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance adalah sebagai berikut: 
1. Prinsip Partisipasi 
Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan dan peran serta semua pemangku 
kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, serta pengawasannya. 
Partisipasi dapat diwujudkan secara langsung melalui perwakilan. 
2. Prinsip Hukum dan Aturan (rule of law) 
Prinsip hukum dan aturan (rule of law) berarti bahwa semua kebijakan 
pemerintahan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan tingkat urgensinya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Pelaksanaan 
tugas dan pelayanan setiap aparat dan lembaga pemerintah harus sesuai dengan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum dan aturan 
harus mampu melindungi hak azasi manusia terutama hak-hak kelompok 
minoritas. 
3. Prinsip Transparansi 
Prinsip transparansi berarti bahwa semua penyelenggara pemerintahan harus 
terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan 
perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya, 
terutama setiap orang yang berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki 
akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
4. Prinsip Responsivitas 
Prinsip responsivitas berarti bahwa aparatur pemerintah harus cepat bertindak 
atau merespon harapan, tuntutan, keluhan, dan penderitaan masyarakat yang 
dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. 
5. Prinsip Orientasi Konsensus 
Prinsip orientasi konsensus merupakan kelengkapan dari prinsip partisipasi yaitu 
pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan 
sebanyak mungkin anggota serta memperhatikan kepentingan semua unsur atau 
stakeholders. 
6. Prinsip Keadilan dan Kewajaran 
Prinsip keadilan dan kewajaran berarti distribusi tugas dan kewenangan, 
kewajiban dan hak harus dilakukan secara adil (equity) dan wajar (fair) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Setiap 
anggota harus dapat merasakan diperlakukan sama dengan yang lain, 
memperoleh imbalan proporsional terhadap kontribusinya, serta memperoleh 
kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. 
7. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas 
Prinsip efisiensi dan efektivitas berarti bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas 
harus mengupayakan penggunaan sehemat mungkin sumber-sumber yang 
terbatas dan mencapai hasil seoptimal mungkin, sasaran atau tujuan organisasi. 
Penggunaan sumber-sumber harus tetap mengacu pada kelestarian lingkungan. 
8. Prinsip Akuntabilitas 
Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas, penggunaan 
sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus dapat 
dipertanggungjawabkan, transparan, dan terbuka untuk diaudit atau diperiksa 
baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga yang independen. 
9. Prinsip Visi Strategis 
Prinsip visi strategis berarti bahwa strategi pelaksanaan tugas masing-masing 
harus disusun dan mengacu pada visi dan misi organisasi. 
 
Good Corporate Governance dengan prinsip-prinsip di atas merupakan 
reorientasi fungsi dan peranan pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Osborne 
dan Gaebler. Untuk sekian lama birokrasi pemerintah terasa dan terkesan sangat 
lamban (birokratis), ingin jadi pelaku, dan legalistik sehingga memberikan tingkat 
pelayanan publik yang sangat rendah. Oleh sebab itu, Osborne dan Gaebler 
menyarankan supaya aparatur pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dunia usaha 
dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan daya saing untuk lebih lanjut 
mampu membangun dan memelihara Good Corporate Governance atau pemerintahan 
dengan aparatur yang bersih dan efektif. 
Sejak awal pemerintahan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa fungsi dan 
peran utama aparatur pemerintah adalah mengatur dan memfasilitasi semua unsur 
masyarakat. Pemerintah menertibkan berbagai pengaturan dan kebijakan supaya 
seluruh komponen masyarakat mengambil bagian aktif dalam pembangunan bangsa dan 
dunia usaha. Pemerintah menertibkan peraturan dan kebijakan di bidang produksi, 
distribusi, fiskal, moneter, ekspor-impor, harga dan upah supaya masyarakat terdorong 
untuk membangun usaha dan supaya masing-masing dunia usaha tersebut dapat 
terlindungi dan tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. 
Adapun beberapa manfaat penerapan Good Corporate Governance adalah 
(Maksum, 2005:8): 
1. dengan Good Corporate Governance, proses pengambilan keputusan akan 
berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, 
dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. 
Ketiga hal ini jelas akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, 
sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan; 
2. Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-
kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh 
pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan 
kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya 
sebagai akibat tindakan tersebut; 
3. karena dalam praktik Good Corporate Governance, karyawan ditempatkan 
sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh 
perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat. 
Peningkatan ini pada tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan 
produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan; dan 
4. penerapan Good Corporate Governance yang konsisten juga akan meningkatkan 
kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak 
melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan karena adanya kewajiban untuk 
memenuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian 
informasi yang transparan. 
 
2.1.2 Akuntabilitas  
Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan 
akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal 
yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya 
akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat dilihat dari seberapa baik prosedur 
hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati 
oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu 
mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi 
perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. 
Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas 
kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. 
Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk 
melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak 
untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia 
sesuai dengan permintaan tingkat tinngi pemerintah. 
Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan 
dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya di bidang administrasi keuangan 
kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat 
dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. 
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan 
perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. 
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). 
Menurut Mahmudi (2010:23), “akuntabilitas publik adalah kewajiban agen 
(pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 
pemberi mandat (principal)”. 
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai 
segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak 
yang berkpentingan. 
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 
1. akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerinrah pusat, dan 
pemerintah pusat kepada MPR; dan 
2. akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban 
kepada masyarakat luas. 
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian 
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak 
publik. 
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. 
Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan 
efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu 
pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. 
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. 
Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih 
menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability), bukan 
hanya prtanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian 
muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan 
kinerja sektor publik. 
Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat lima 
dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 
1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (accountability for probity and 
legality) 
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran 
penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal 
accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 
2. Akuntabilitas Proses (process accountability) 
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas 
proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, 
responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa 
ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta 
sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya 
pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan 
pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap 
proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati 
dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan 
secara fair melalui Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan 
melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
3. Akuntabilitas Program (program accountability) 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik 
pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
5. Akuntabilitas Finansial 
Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 
untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, dan 
efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas 
finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi 
perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-
lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja 
finansial organisasi kepada pihak luar. 
 
Akuntabilitas sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh 
kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersbut. Akuntansi 
sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi 
sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas 
publik. 
Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama akuntabilitas, 
yaitu: 
1. adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah 
keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku 
birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu 
serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal 
akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan//lembaga 
pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun 
aturan atau standarnya masing-masing); 
2. akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk 
menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai 
kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan 
dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru 
(new publik management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja 
formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru; dan 
3. peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu 
departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, Ombudsman atau lembaga 
peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar Negara seperti media massa 
dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam 
proses peninjauan ulang seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor 
yang menjalankannya. 
 
Di samping itu, ada beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas, yaitu: 
1. Kontrol Legislatif 
Di banyak Negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-
komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan 
kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekauasaan 
pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja. 
2. Akuntabilitas Legal 
Ini merupakan karakter dominan dari suatu Negara hukum. Pemerintah dituntut 
untuk menghormati aturan hukum yang didasarkan pada badan peradilan yang 
independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya 
memiliki sistem peradilan dan semua pejabat publik dapat dituntut 
pertanggungjawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya. Peran 
lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan 
antara Negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti 
Perancis, hingga Negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan 
hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan 
dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik. Dua faktor 
utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi 
hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang 
berhubungan dengan biaya pengaduan institusi hukum yang lemah dan biaya 
yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan 
menghambat efektivitas akuntabilitas legal. 
3. Ombudsman 
Dewan Ombudsman, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun 
legalitas berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsman 
mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun 
rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani 
masyarakat. Sejak diperkenalkan pertama kali di Swedia pada abad 19, 
Ombudsman telah menyebar ke berbagai Negara maju maupun Negara 
berkembang. Secara umum, masyarakat dapat mengajukan keluhannya secara 
langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun telepon. Di beberapa 
Negara misalnya Inggris, Ombudsman dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen 
terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen. 
Pada hampir semua kasus, Ombudsman melakukan tugas investigasinya tanpa 
memungut biaya dari masyarakat. 
4. Desentralisasi dan Partisipasi 
Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur 
pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi 
khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang 
dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung kepada 
masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam 
kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem 
yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun 
sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat otonomi yang diperoleh, dari 
otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas yang umum 
dijumpai di Negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap 
berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan 
pelayanan publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi 
terwujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab. 
5. Kontrol Administratif Internal 
Pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam 
menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta 
keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri 
diharapkan dapat mempertahankan kontrol hierarkis terhadap para pejabatnya 
dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistm 
inspeksi. Untuk Negara-negara berkembang dan beberapa Negara komunis, 
metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebabkan 
karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan publik yang bersifat 
temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka 
melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga 
terjadi sejak lama di Negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, 
maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik. 
6. Media Massa dan Opini Publik 
Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan 
akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan 
media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya adalah bagaimana dan 
sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan meda massa untuk 
memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. 
Terdapat tiga faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini 
publik. Pertama, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan 
dihormati. Di banyak Negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. 
Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media 
massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran 
kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, 
koperasi, dan asosiasi profesional. Kedua, pelaksanaan berbagai tugas 
pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat 
terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya UU 
Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan 
keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. 
Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara 
luas antara lain meliputi anggaran, akuntabilitas publik, dan laporan audit. Tanpa 
akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya 
menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efetivitas 
media massa akan sedikit dibatasi. Ketiga, adanya pendidikan sipil yang 
diberikan kepada warga Negara, pemahaman mereka akan hak dan 
kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya. 
 
Pemerintah yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, dan tepat 
kepada masyarakat; 
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; 
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pembangunan dan pemerintahan; 
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik 
secara proporsional; dan 
5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 
 
Akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan dan penggunaan uang 
publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang harus 
dipertimbangkan adalah: 
1. legalitas penerimaan dan pengeluaran. Setiap transaksi yang dilakukan harus 
dapat dilacak otoritas legalnya; dan 
2. pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, serta 
mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. 
 
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan anggaran meliputi: 
1. adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin 
bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
2. pengeluaran yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, 
sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. 
 
2.1.3 Transparansi  
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga 
diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip 
Good Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang 
bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar 
dapat dimengerti dan dipantau. 
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat 
waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu 
kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan 
ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan 
publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta 
mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan 
salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional. 
 Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 
dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18) 
Menurut Meutia (2002:151), “transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi 
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai 
setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan 
informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan 
kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik”. Sedangkan menurut Mardiasmo 
(2002:6), “transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan 
masyarakat”. 
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
transparansi berarti penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses 
informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan 
pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan 
terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. 
Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 
2. tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 
3. tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 
4. terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 
5. terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
 
Adapun beberapa alat ukur transparansi, yaitu: 
1. publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi seperti annual reports, 
brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan 
masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal; 
2. informasi yang disajikan seperti acuan pelayanan, perawatan data, laporan 
kegiatan publik, prosedur keluhan; dan 
3. penanganan keluhan seperti berita-berita kota di media massa dan lokal, notice 
of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan 
publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users 
surveys. 
 
2.1.4 Pengawasan  
Pengawasan (controlling) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga 
bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang 
telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap 
kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju 
(Sukirno, 2004:99). Menurut Terry dan Leslie W. Rue (2005:10), ”pengawasan adalah 
mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan 
mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan”. Keputusan Presiden No, 74 
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan 
rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengawasan pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang 
diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin 
segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. 
Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-
sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila 
ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka 
penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil 
tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang 
bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvaliandry, 
2004:19). 
Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan obyek, sifat, ruang 
lingkup, dan berdasarkan metode pengawasan (Baswir, 1999:121), yaitu: 
1. Pengawasan berdasarkan obyek 
a. Pengawasan terhadap penerimaan negara, merupakan pengawasan 
terhadap segala bentuk penerimaan negara, seperti penerimaan pajak 
dan bea cukai, dan penerimaan bukan pajak. 
b. Pengawasan terhadap pengeluaran negara, merupakan pengawasan 
terhadap pengeluaran negara yang terdiri dari belanja rutin dan belanja 
pembangunan. 
2. Pengawasan menurut sifat 
a. Pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum 
dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya 
pengeluaran keuangan dengan tujuan mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 
b. Pengawasan detektif, merupakan suatu pengawasan yang dilakukan 
dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan 
pertanggungjawaban untuk membandingkan antara hal yang telah terjadi 
dengan hal yang seharusnya terjadi. 
3. Pengawasan menurut ruang lingkup 
a. Pengawasan internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi 
dengan tujuan untuk melakukan tindakan verifikasi dan membantu pihak 
yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. 
b. Pengawasan eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan 
organisasi. 
4. Pengawasan menurut metode pengawasan 
a. Pengawasan melekat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap 
bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah 
program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Pengawasan fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal 
maupun lingkungan eksternal organisasi. 
 
Secara umum terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan 
pengawasan (Gaspersz, 1998:287), yaitu: 
1. Input (masukan) pengawasan 
Input (masukan) pengawasan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. 
Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, 
anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan 
dalam melaksanakan aktivitas pengawasan. 
2. Proses pengawasan 
Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama 
menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. 
3. Output (keluaran) pengawasan 
Output (keluaran) pengawasan adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai 
dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Output pengawasan 
terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang 
diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya. 
 
2.1.5 Anggaran Kinerja 
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena 
penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang 
terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Berbagai 
macam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk 
pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan 
pertanggungjawaban kepada publik. 
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini 
telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran 
(budget) adalah sebagai berikut : 
“…. rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang 
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam 
periode waktu tertentu.” 
 
Adapun menurut Nordiawan (2006:48), “anggaran dapat dikatakan sebagai 
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 
tertentu dalam ukuran finansial.” Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai 
estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran 
finansial. 
Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber 
pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. 
Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya 
dilakukan anggaran daerah. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan 
struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun 
dengan pendekatan kinerja. 
Mardiasmo (2002:84) mengemukakan “sistem anggaran kinerja pada dasarnya 
merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak 
ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.” Menurut 
Bastian (2006:171), “anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi 
pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana 
organisasi.” 
Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi 
pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah tersebut. Kegiatan 
tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak 
ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam 
satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi 
perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta 
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan 
sistematis. 
Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep Value for 
Money atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan 
mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik 
dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal 
tersebut, anggaran berbasis kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. 
Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang 
menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan 
menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (over spending). Menurut 
pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan 
dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan, audit kinerja, 
serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak 
berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana 
secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh 
karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan 
tolak ukur sebagai standar kinerja. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan 
sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilakukan 
oleh pemerintah/instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 
Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak 
hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis 
belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain 
dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil 
(outcome) dari program yang telah ditetapkan. 
 
2.1.6 Konsep Value for Money  
Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. 
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi 
harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 
Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya hemat dan cermat 
dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam 
penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna 
dalam menccapai tujuan dan sasaran. 
Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 
mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
(Mardiasmo, 2002:4), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah: 
1. ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang 
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 
dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana 
organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan 
yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif; 
2. efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi 
merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau 
target yang telah ditetapkan; dan 
3. efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan 
secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 
 
Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep 
Value for Money pada organisasi sektor publik (Harryanto dkk, 2007:9), antara lain: 
1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 
2. meningkatkan mutu pelayanan publik; 
3. biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan 
dalam penggunaan resources; 
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 
5. meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan 
pertanggungjawaban publik. 
 
Indikator Value for Money dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2002:130), 
yaitu: 
1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) 
Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada 
harga terbaik (spending less). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai 
dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well). 
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) 
Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan (spending wisely). 
 
Ada empat langkah dalam pengukuran Value for Money (Mardiasmo, 2002:133), 
yaitu: 
1. Pengukuran Ekonomi 
Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya 
mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Pertanyaan sehubungan 
dengan pengukuran ekonomi adalah : 
a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh 
organisasi? 
b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang 
sejenis yang dapat diperbandingkan? 
c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara 
optimal? 
2. Pengukuran Efisiensi 
Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep Value for Money. Efisiensi diukur 
dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, 
maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. 
3. Pengukuran Efektivitas 
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 
Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 
dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah 
bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 
dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang 
telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih 
besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 
program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Pengukuran Outcome 
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. 
Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur 
hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome 
mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith 1996, dalam 
Mardiasmo, 2002:134). 
Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait 
dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan 
perencanaan kinerja di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Tinjauan Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Metode Pengukuran Penelitian Hasil Penelitian 
1 Andi Lina Maulidiah 
(2012) Jurusan 
Akuntansi Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Hasanuddin 
Makassar 
 
 
 
 
 
Pengaruh 
Penerapan Prinsip 
Good Corporate 
Governance 
terhadap Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan 
Perum Perumnas 
Regional VII Cab. 
Sulsel I 
Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
metode deskriptif 
komparatif yaitu 
metode yang melihat 
dan menggambarkan 
lingkungan atau 
keadaan yang 
tampak nyata dalam 
perusahaan dengan 
cara mengumpulkan, 
menyajikan, dan 
membandingkan data 
sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas 
atas obyek yang 
diteliti agar dapat 
diambil suatu 
kesimpulan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kinerja keuangan 
perusahaan 
Menganalisis prinsip-
prinsip Good Corporate 
Governance yaitu 
transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan 
kewajaran terhadap kinerja 
keuangan perusahaan 
Setelah melaksanakan 
penelitian, penulis 
memperoleh kesimpulan 
bahwa perusahaan 
sebaiknya lebih 
mensosialisasikan 
mengenai arti penting Good 
Corporate Governance serta 
meningkatkan lagi kualitas 
penerapan prinsip Good 
Corporate Governance 
kepada para karyawan 
sehingga tujuan perusahaan 
dapat tercapai 
2 Suyanto (Jurnal 
Akuntabilitas Vol. 6 
No. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh 
Pelaksanaan 
Prinsip-Prinsip 
Good Corporate 
Governance 
terhadap Kinerja 
BUMN 
Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
survei eksplanatori 
dengan mengambil 
sampel BUMN dan 
menggunakan 
kuesioner sebagai 
alat pengumpul data 
pokok. Ukuran 
sampel sebesar 33 
BUMN dari populasi 
sasaran sebanyak 
136 BUMN di 
Indonesia 
Mengkaji model pengaruh 
pelaksanaan prinsip-pinsip 
Good Corporate 
Governance yang meliputi 
kewajaran, transparansi, 
akuntabilitas dan 
pertanggungjawaban 
terhadap Kinerja BUMN. 
Keberpengaruhan antar 
variabel penelitian 
dianalisis dengan 
menggunakan Analisis 
Jalur (Path Analysis) 
sesuai dengan arah 
pembahasan pada analisis 
kontribusi pengaruh, baik 
langsung maupun tidak 
langsung 
Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian 
hipotesis penelitian dapat 
diterima pada taraf 
signifikansi 5%. Kewajaran, 
transparansi, akuntabilitas 
dan pertanggungjawaban 
berpengaruh cukup kuat 
secara simultan terhadap 
Kinerja BUMN dengan R2 = 
28,99% dan pengaruh 
faktor-faktor lain sebesar 
71,01%; sementara secara 
parsial, hanya transparansi 
yang berpengaruh positif 
terhadap kinerja. Hasil uji 
pengaruh terhadap masing-
masing rasio keuangan 
yang menyusun kinerja 
menunjukkan bahwa  
pelaksanaan prinsip-prinsip 
Good Corporate 
Governance tidak 
berpengaruh secara 
simultan dan parsial 
terhadap Return on Asset; 
tidak berpengaruh simultan 
terhadap Return on 
Investment namun 
berpengaruh positif secara 
parsial untuk transparansi; 
serta berpengaruh simultan 
terhadap Return on Equity 
dengan transparansi dan 
pertanggungjawaban   
sebagai variabel 
penentunya. Variabel-
variabel dominan dalam 
penelitian ini adalah: 
transparansi untuk kinerja 
BUMN dan Return on 
Investment serta 
pertanggungjawaban untuk 
Return on Equity 
3 Nadia Garini (2011) 
Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi 
UNIKOM Bandung 
Pengaruh 
Transparansi dan 
Akuntabilitas 
terhadap Kinerja 
Instansi 
Pemerintah pada 
Dinas Kota 
Bandung 
Metode analisis yang 
digunakan adalah 
metode deskriptif dan 
verifikatif 
Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah Dinas 
di Kota Bandung yang 
berjumlah 17. Pengujian 
statistik yang digunakan 
adalah perhitungan 
korelasi pearson, analisis 
jalur, koefisien determinasi, 
uji hipotesis dan juga 
menggunakan aplikasi 
SPSS 18 for windows 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Secara 
simultan transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh 
terhadap kinerja Dinas di 
Kota Bandung. Transparansi 
dan akuntabilitas secara 
simultan memberikan 
kontribusi atau pengaruh 
sebesar 67,2% terhadap 
kinerja Dinas di Kota 
Bandung. Secara parsial 
transparansi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
Dinas di Kota Bandung, 
transparansi memberikan 
kontribusi atau pengaruh 
sebesar 34,2% terhadap 
kinerja Dinas di Kota 
Bandung. Kemudian 
akuntabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
Dinas di Kota Bandung, 
akuntabilitas memberikan 
kontribusi atau pengaruh 
sebesar 33,0% terhadap 
kinerja Dinas di Kota 
Bandung 
4 Ridwan Frediawan 
(2008) Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Widyatama 
Pengaruh 
Penerapan Prinsip 
Good Corporate 
Governance 
terhadap Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan (Studi 
Kasus pada PT 
Jamsostek Kantor 
Cabang II 
Bandung) 
Penelitian ini 
menggunakan 
metode deskriptif 
analitis, yaitu metode 
yang melihat dan 
menggambarkan 
lingkungan atau 
keadaan yang 
tampak nyata dalam 
perusahaan dengan 
cara mengumpulkan, 
menyajikan, dan 
menganalitis data, 
sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas 
atas objek yang 
diteliti agar dapat 
diambil suatu 
kesimpulan 
Menganalisis prinsip-
prinsip Good Corporate 
Governance yaitu 
transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan 
kewajaran terhadap kinerja 
keuangan perusahaan 
Hasil pengujian hipotesis 
yang dilakukan 
menggunakan uji t dengam 
tingkat signifikansi sebesar 
5%, menunjukkan 
penolakan Ho dan 
penerimaan Ha, karena t 
test >t tabel = 3,147 > 2,132 
artinya bahwa penerapan 
prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan.  
5 Eka Hardikasari 
(2011) Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang 
Pengaruh 
Penerapan Good 
Corporate 
Governance 
terhadap Kinerja 
Keuangan pada 
Industri Perbankan 
yang Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 
Tahun 2006-2008 
Metode analisis yang 
digunakan dalam 
penelitian adalah 
regresi berganda 
karena sesuai 
dengan tujuan 
penelitian yaitu 
menganalisis 
pengaruh variabel 
independen terhadap 
variabel dependen. 
Dalam penelitian ini, 
konsep indikator yang 
dipakai dalam mekanisme 
Corporate Governance 
terdiri dari ukuran dewan 
direksi, ukuran dewan 
komisaris, dan ukuran 
perusahaan terhadap 
praktik manajemen laba 
yang dilakukan oleh 
industri perbankan di 
Dari hasil pengujian 
hipotesis, maka 
menunjukkan bahwa 
Corporate Governance yang 
dalam penelitian ini terdiri 
dari indikator ukuran dewan 
direksi, ukuran dewan 
komisaris, dan ukuran 
perusahaan dan hasilnya 
menunjukkan bahwa ukuran 
dewan direksi berpengaruh 
Untuk menentukan 
sampel pilihan 
digunakan metode 
purposive sampling. 
Dengan 
menggunakan 
metode ini maka 
didapatkan 22 
perusahaan 
perbankan yang akan 
dijadikan sebagai 
sampel 
Indonesia positif secara signifikan 
terhadap kinerja perusahaan 
dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kinerja 
keuangan. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis 
pertama tidak menunjukkan 
pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan 
dan hipotesis kedua 
menunjukkan pengaruh 
yang signifikan terhadap 
kinerja keuangan 
 
  
2.3 Kerangka Pemikiran dan Pembangunan Hipotesis 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran  
Salah satu bagian dari akuntansi keprilakuan (behavioral accounting) 
adalah bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan 
pengawasan dengan pengelolaan anggaran. Prinsip akuntabilitas, transparansi, 
dan pengawasan merupakan pendekatan yang secara umum dapat 
meningkatkan mutu kinerja anggaran. 
Salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu memberikan ruang bagi 
masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. 
Anggaran yang transparan apabila memenuhi terakomodasinya suara atau 
usulan rakyat dan pengawasan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah 
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku (Sulistoni, 2003:36). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibangun hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money 
Pengawasan 
Transparansi 
Akuntabilitas 
Kinerja Anggaran 
berkonsep Value for 
Money 
  
H2 : Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money 
H3 : Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada 43 instansi pemerintah di Kabupaten 
Bone dan dilaksanakan setelah mengikuti ujian proposal. 
 
3.2 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang bersifat eksplanatory yang menjelaskan hubungan kausal antara 
variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
SPSS 17.0 for Windows. 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti (Sugiyono, 2011:137); 
2. kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011:142); dan 
3. observasi nonpartisipan adalah teknik pengumpulan data melalui 
pengamatan terhadap dokumen dan beberapa literatur yang terkait 
dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset ke 
  
perpustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan lain yang 
dapat mendukung penelitian ini. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
1. data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh 
responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner; dan 
2. data kualitatif, berupa informasi baik lisan maupun tulisan yang diperoleh 
melalui studi pustaka, karangan ilmiah dan literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang penelitian. 
 
Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: 
1. data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
penelitian lapangan (Field Research) pada instansi pemerintah di 
Kabupaten Bone; dan 
2. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3.5 Populasi dan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada instansi 
pemerintah di Kabupaten Bone. Karena banyaknya jumlah populasi yang diteliti, 
maka digunakan sampling. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 
diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap 
  
populasi dan bukan populasi itu sendiri (Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 
2010:119). 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode penarikan purposive, yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan 
menggunakan kriteria khusus terhadap sampel (Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 
2010:135). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan 
bendahara pada setiap instansi pemerintah di Kabupaten Bone yaitu sebanyak 
86 orang. 
  
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Independen  
Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 
1. variabel (X1) adalah akuntabilitas; 
2. variabel (X2) adalah transparansi; dan 
3. variabel (X3) adalah pengawasan 
 
Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang telah 
dikembangkan sebelumnya yaitu tesis Akuntansi Sektor Publik Sekolah Pasca 
Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD 
Berkonsep Value for Money dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai 
Variabel Moderating pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar. Instrumen pernyataan diukur dengan menggunakan skala 
Likert 5 point dengan meminta responden menunjukan pilihan antara sangat 
tidak setuju sampai dengan sangat setuju dari setiap pertanyaan yang diajukan. 
  
Instrumen pertanyaan terdiri dari 9 item pertanyaan untuk prinsip akuntabilitas, 9 
item pertanyaan untuk prinsip transparansi, dan  9 item pertanyaan untuk 
pengawasan. 
. 
3.6.2 Variabel Dependen  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money yang merupakan inti pengukuran kinerja pada 
organisasi pemerintah. Pengukuran untuk variabel kinerja anggaran berkonsep 
Value for Money menggunakan instrumen pertanyaan yang disusun dengan 
menggunakan skala Likert 5 point. Sugiyono (2011:93) mengatakan bahwa 
“skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. 
Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan 
kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut: 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1 
2. Tidak Setuju (TS)  = diberi skor 2 
3. Netral (N)   = diberi skor 3 
4. Setuju (S)   = diberi skor 4 
5. Sangat Setuju (SS)  = diberi skor 5 
 
3.7 Analisis Data  
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Uji Instrumen Penelitian/Uji Kualitas data 
  
Uji instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menguji dan 
mengukur kuesioner. Data yang diperoleh tidak akan berguna jika 
instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tidak memiliki tingkat 
kesahihan (validity) dan tingkat keandalan (reliability). 
a. Uji Validitas atau Kesahihan 
Validitas adalah kecermatan suatu item atau instrumen data 
dalam mengukur apa yang ingin diukur. Hal ini menunjukan 
adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap sesuatu yang 
ingin diungkap (Priyatno, 2012:110). Pengujian validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi Bivariate 
Person yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor 
total item. 
b. Uji Realibilitas atau Keandalan 
Menurut Priyatno (2012:177), “analisis realibility digunakan untuk 
mengetahui konsistensi alat ukur berupa kuesioner, skala, atau 
angket; apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran 
yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali”. Uji 
realibilitas dalam penelitian dilakukan dengan metode Cronbach’s 
Alpha. 
2. Uji Normalitas 
Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 
dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 
regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi 
secara normal (Priyatno, 2012:144). Terdapat dua metode uji normalitas 
yaitu sebagai berikut: 
  
a. Metode grafik yaitu melihat menyebar data pada sumber diagonal 
pada grafik Normal P-Plot of regression standardized residual 
(Priyatno, 2012:144). Sebagai dasar pengambilan keputusannya, 
jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
b. Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Uji ini digunakan 
untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi 
normal (Priyatno, 2012:147). Residual normal jika nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05. 
3. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian ini ditujukan untuk memperoleh nilai yang tidak bias dan 
pengujian yang dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak 
terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi klasik tersebut yaitu: 
a. Multikolinearitas 
Menurut Priyatno (2012:151), “multikolinearitas adalah keadaan di 
mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang 
sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen”. 
Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam 
model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam 
penelitian ini adalah dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) 
pada model regresi, jika VIF lebih besar dari 10 maka variabel 
tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel 
bebas lainnya. 
  
b. Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi 
ketidaksamaan varian dari nilai residual pada satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 
terjadinya heteroskedastisitas (Priyatno, 2012:158). Untuk 
mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat 
ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots, dimana sumbu 
X adalah sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 
Dasar pengambilan keputusan, yaitu: 
1. jika pada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang 
ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebur, menyempit), maka telah terjadi 
heteroskedastisitas; dan 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 
diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
4. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk 
mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen 
terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen 
dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012:127). 
Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah 
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sedangkan variabel 
  
dependen adalah kinerja anggaran berkonsep Value for Money. Jadi 
persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:  
 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
 
Keterangan: Y  = Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
A  = Konstanta 
X1  = Akuntabilitas 
X2  = Transparansi 
X3  = Pengawasan 
b1,b2, b3 = Koefisien Regresi 
e  = Faktor Pengganggu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pengumpulan Data 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode penarikan purposive, yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan 
menggunakan kriteria khusus terhadap sampel (Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 
2010:135). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan 
bendahara pada setiap instansi pemerintah di Kabupaten Bone yaitu sebanyak 
86 orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara 
langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan pada minggu 
pertama bulan Mei tahun 2013 dan setelah seminggu, 86 kuesioner telah 
dikembalikan dari responden. Rincian pengembalian kuesioner dan karakteristik 
dari responden tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.1 
Karakteristik Data 
 
No. Kuesioner yang Disebar Kuesioner yang Kembali 
1. 86 86 
Tingkat Pengembalian = (86//86 x 100%) = 100% 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden 
 
 
Jumlah Sampel 
Frekuensi Persentase 
86 100% 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Perempuan 
42 
44 
48,84% 
51,16% 
Usia saat ini 20-30 tahun 
31-40 tahun 
41-50 tahun 
>50 tahun 
8 
27 
42 
9 
9,30% 
31,39% 
48,84% 
10,47% 
Pendidikan 
terakhir 
SD 
SLTP 
SLTA 
Diploma 3 
S1 
S2 
- 
- 
5 
2 
66 
13 
- 
- 
5,81% 
2,33% 
76,74% 
15,12% 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Pada tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden dari 86 kuesioner 
yang digunakan dalam pengolahan data, di mana pegawai berjenis kelamin 
perempuan lebih dominan daripada pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Para 
karyawan terdiri dari berbagai tingkatan usia. Mayoritas pendidikan terakhir 
karyawan tersebut adalah S1 dengan persentase sebesar 76,74%. 
 
4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 
Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel 
independen yaitu akuntabilitas (X1) yang terdiri dari 9 item pertanyaan, 
transparansi (X2) yang terdiri dari 9 item pertanyaan, dan pengawasan (X3) yang 
terdiri dari 9 item pertanyaan, sedangkan variabel dependen yaitu kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money (Y) yang terdiri dari 11 pertanyaan. 
 
  
  
4.2.1 Akuntabilitas (X1) 
Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel 
akuntabilitas pada tabel 4.3 memperlihatkan rata-rata variabel akuntabilitas 
sebesar 32,98 dengan standar deviasi 3,685. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan yang 
diberikan. Pada tabel juga menunjukkan bahwa pilihan jawaban setuju yang 
memiliki frekuensi yang paling besar untuk setiap dari variabel akuntabilitas. 
 
Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas 
 
Skala Frekuensi Persentase 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
38 
125 
97 
313 
201 
4,91% 
16,15% 
12,53% 
40,44% 
25,97% 
Total 774 100% 
Rata-Rata = 32,98 
Standar Deviasi = 3,685 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.2.2 Transparansi (X2) 
Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel transparansi 
pada tabel 4.4 memperlihatkan rata-rata variabel transparansi sebesar 34,30 
dengan standar deviasi 4,073. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
responden menjawab setuju atas pertanyaan yang diberikan. Pada tabel juga 
menunjukkan bahwa pilihan jawaban setuju yang memiliki frekuensi yang paling 
besar untuk setiap dari variabel transparansi. 
 
  
 
Tabel 4.4 
Statistik Deskriptif Variabel Transparansi 
 
Skala Frekuensi Persentase 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
23 
83 
97 
385 
186 
2,98% 
10,72% 
12,53% 
49,74% 
24,03% 
Total 774 100% 
Rata-Rata = 34,30 
Standar Deviasi = 4,073 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.2.3 Pengawasan (X3) 
Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel 
pengawasan pada tabel 4.5 memperlihatkan rata-rata variabel transparansi 
sebesar 35,91 dengan standar deviasi 4,211. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan yang diberikan. Pada 
tabel juga menunjukkan bahwa pilihan jawaban setuju yang memiliki frekuensi 
yang paling besar untuk setiap dari variabel pengawasan. 
 
Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif Variabel Pengawasan 
 
Skala Frekuensi Persentase 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
6 
57 
102 
383 
226 
0,78% 
7,36% 
13,18% 
49,48% 
29,20% 
Total 774 100% 
Rata-Rata = 35,91 
Standar Deviasi = 4,211 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
  
4.2.4 Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel 
pengawasan pada tabel 4.6 memperlihatkan rata-rata variabel kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money sebesar 47,33 dengan standar deviasi 6,225. 
 
Tabel 4.6 
Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
 
Skala Frekuensi Persentase 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
13 
25 
79 
489 
340 
1,37% 
2,64% 
8,35% 
51,70% 
35,94% 
Total 946 100% 
Rata-Rata = 46,00 
Standar Deviasi = 5,889 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.3 Uji Kualitas Data 
4.3.1 Uji Validitas Data 
Priyatno (2012:110) menyatakan bahwa “uji validitas digunakan untuk 
mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item 
kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur”. 
Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi 
Bivariate Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing skor item 
dengan skor total. 
Pengujian validitas variabel akuntabilitas menggunakan uji dua sisi 
dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r 
tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi terhadap skor total 
  
(dinyatakan valid). Jumlah data (n) = 86, maka r tabel sebesar 0,2096. Setelah 
dilakukan pengujian validitas data pada variabel akuntabilitas, item pernyataan 8 
dinyatakan tidak valid sehingga harus dibuang. Hasil uji validitas untuk variabel 
akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:  
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas 
 
Item / pernyatan ke r hitung r tabel Keterangan 
1 0,272 0,2096 Valid 
2 0,598 0,2096 Valid 
3 0,572 0,2096 Valid 
4 0,252 0,2096 Valid 
5 0,566 0,2096 Valid 
6 0,467 0,2096 Valid 
7 0,565 0,2096 Valid 
8 0,192 0,2096 Tidak Valid 
9 0,524 0,2096 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Pengujian validitas variabel transparansi menggunakan uji dua sisi 
dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r 
tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi terhadap skor total 
(dinyatakan valid). Jumlah data (n) = 86, maka r tabel sebesar 0,2096. Setelah 
dilakukan pengujian validitas data pada variabel transparansi, item pernyataan 4 
dinyatakan tidak valid sehingga harus dibuang. Hasil uji validitas untuk variabel 
transparansi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi 
 
Item / pernyatan ke r hitung r tabel Keterangan 
1 0,604 0,2096 Valid 
2 0,570 0,2096 Valid 
3 0,671 0,2096 Valid 
4 -0,138 0,2096 Tidak Valid 
5 0,428 0,2096 Valid 
6 0,520 0,2096 Valid 
7 0,541 0,2096 Valid 
8 0,745 0,2096 Valid 
9 0,771 0,2096 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Pengujian validitas variabel pengawasan menggunakan uji dua sisi 
dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r 
tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi terhadap skor total 
(dinyatakan valid). Jumlah data (n) = 86, maka r tabel sebesar 0,2096. Setelah 
dilakukan pengujian validitas data pada variabel pengawasan, seluruh item 
pernyataan dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk variabel pengawasan dapat 
dilihat pada tabel 4.9 berikut: 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan 
 
Item / pernyatan ke r hitung r tabel Keterangan 
1 0,613 0,2096 Valid 
2 0,587 0,2096 Valid 
3 0,453 0,2096 Valid 
4 0,321 0,2096 Valid 
5 0,649 0,2096 Valid 
6 0,593 0,2096 Valid 
7 0,652 0,2096 Valid 
8 0,583 0,2096 Valid 
9 0,671 0,2096 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
  
Pengujian validitas variabel kinerja anggaran berkonsep Value for Money 
menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengujiannya 
adalah jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau item-item pernyataan 
berkorelasi terhadap skor total (dinyatakan valid). Jumlah data (n) = 86, maka r 
tabel sebesar 0,2096. Setelah dilakukan pengujian validitas data pada variabel 
kinerja anggaran berkonsep Value for Money, semua item pernyataan dinyatakan 
valid. Hasil uji validitas untuk variabel kinerja anggaran berkonsep Value for 
Money dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
 
Item / pernyatan ke r hitung r tabel Keterangan 
1 0,749 0,2096 Valid 
2 0,791 0,2096 Valid 
3 0,622 0,2096 Valid 
4 0,698 0,2096 Valid 
5 0,651 0,2096 Valid 
6 0,785 0,2096 Valid 
7 0,544 0,2096 Valid 
8 0,772 0,2096 Valid 
9 0,769 0,2096 Valid 
10 0,811 0,2096 Valid 
11 0,441 0,2096 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.3.2 Uji Reliabilitas Data 
Menurut Priyatno (2012:177) “uji realibilitas digunakan untuk mengetahui 
konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan 
tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang”. Uji realibilitas data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cronbach’s Alpha. 
  
Menurut Sakaran (1992) dalam Priyatno (2012:178), “realibilitas kurang 
dari 0,5 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah 
baik”. Hasil uji realibilitas untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,518, 
variabel transparansi sebesar 0,783, variabel pengawasan sebesar 0,737, dan 
variabel kinerja anggaran berkonsep Value for Money adalah sebesar 0,891. 
Semua variabel tersebut dinyatakan reliabel, karena lebih besar dari 0,5. Hasil uji 
reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Chronbach’s 
Alpha 
Keterangan 
Akuntabilitas 0,518 Reliabel 
Transparansi 0,783 Reliabel 
Pengawasan 0,737 Reliabel 
Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 
Money 
0,891 Reliabel 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.4 Uji Normalitas 
4.4.1 Metode Grafik 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 
berdistribusi normal atau tidak. “Metode grafik yaitu melihat menyebar data pada 
sumber diagonal pada grafik Normal P-Plot of regression standardized residual” 
(Priyatno, 2012:144). Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik 
menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
Grafik P-plot pada gambar 4.1 memperlihatkan penyebaran data (titik) 
disekitar garis regresi dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis 
  
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena 
memenuhi asumsi normalitas. 
 
 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Gambar 4.1 
Grafik P-Plot 
 
4.4.2 Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 
Menurut Priyatno (2012:147), “uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 
distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual normal jika nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05. 
  
Pada tabel 4.12 menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) 
sebesar 0,201. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,201 > 0,05), maka nilai 
residual tersebut telah normal. 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardiz
ed Residual 
N 86 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 4.18459632 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .116 
Positive .116 
Negative -.095 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.072 
Asymp. Sig. (2-tailed) .201 
a. Test distribution is Normal.  
    Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.5 Uji Asumsi Klasik 
4.5.1 Uji Multikolinearitas 
Priyatno (2012:151) mengemukakan bahwa “uji multikolinearitas 
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel 
independen dalam model regresi”. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 
regresi adalah tidak adanya model multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam 
penelitian ini dapat dilihat melalui nilai Inflation Factor (VIF). Menurut Santoso 
(2001) dalam Priyatno (2012:151), pada umumnya jika VIF lebih dari 10, maka 
  
variabel tersebut mempunyai multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 
Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka variabel tersebut bebas dari 
persoalan multikolinearitas. 
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.13. Pada tabel 
tersebut dapat dilihat nilai VIF untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 1,407, 
untuk variabel transparansi sebesar 1,914, dan untuk variabel pengawasan 
adalah sebesar 1,575. Ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10, sehingga 
bebas dari asumsi multikolinearitas. 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Collinearity Statistics 
Variabel Tolerance VIF 
Akuntabilitas 0,710 1,407 
Transparansi 0,523 1,914 
Pengawasan 0,633 1,575 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 
Priyatno (2012:165) menyatakan bahwa “uji heteroskedastisitas 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual 
pada model regresi”. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah 
tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Diagnosis adanya heteroskedastisitas 
dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. 
Apabila grafik penyebaran nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi tidak 
membentuk suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
  
 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Gambar 4.2 
Grafik Scatterplot 
 
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan titik-titik tersebut 
tidak membentuk suatu pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi persoalan heteroskedastisitas. 
  
4.6 Uji Hipotesis 
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran 
  
berkonsep Value for Money, pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money, serta pengaruh pengawasan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money. Hasil analisis regresi linier berganda 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.14 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hipotesis 1, 2, dan 3 
 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
 
Y = 2,203 + 0,446X1 + 0,255X2 + 0,567X3 
 
Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Konstanta sebesar 2,203 artinya jika akuntabilitas (X1), transparansi (X2), 
dan pengawasan (X3) adalah 0, maka kinerja anggaran berkonsep Value 
for Money (Y) nilainya adalah 2,203. 
b. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,446, artinya jika 
akuntabilitas mengalami kenaikan 1%, maka kinerja anggaran berkonsep 
Value for Money (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,446%. 
No. Variabel Koefisien 
1 Konstanta 2,203 
2 Akuntabilitas 0,446 
3 Transparansi 0,255 
4 Pengawasan 0,567 
  
c. Koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,255, artinya jika 
transparansi mengalami kenaikan 1%, maka kinerja anggaran berkonsep 
Value for Money (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,255%. 
d. Koefisien regresi variabel pengawasan (X3) sebesar 0,567, artinya jika 
pengawasan mengalami kenaikan 1%, maka kinerja anggaran berkonsep 
Value for Money (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,567%. 
 
Analisis korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan 
antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel 
dependen (Y) secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin 
mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya nilai 
semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. 
Hasil analisis korelasi ganda dalam penelitian ini diperoleh angka R 
sebesar 0,704, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang kuat 
antara akuntabilitas, transparansi, dan  terhadap kinerja anggaran berkonsep 
Value for Money. Hasil analisis korelasi ganda (R) dapat dilihat pada Tabel 4.15: 
 
Tabel 4.15 
Hasil Analisis Korelasi Ganda (R) dan Korelasi Determinan (R2) 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of The 
Estimate 
1 0,704 0,495 0,477 4,260 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
 
  
Analisis determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 
sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) secara serentak 
terhadap variabel dependen (Y). R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun 
persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 
variabel dependen, sebaliknya R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan 
pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen 
adalah sempurna. 
Hasil analisis determinan diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,495 
atau 49,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 
variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan) terhadap 
variabel dependen (kinerja anggaran berkonsep Value for Money) sebesar 49,5% 
atau variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 
49,5% variabel dependen (kinerja anggaran berkonsep Value for Money) 
sedangkan sisanya sebesar 50,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
 
4.6.2 Uji Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran 
Berkonsep Value for Money 
Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. 
Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda.  
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.17, tabel 
tersebut menunjukkan  nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 
2,995, sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 1,989 (df1=3-1=2 dan df2=86-
2-1=83). Selain itu, nilai signifikasinya adalah 0,004 lebih kecil dari taraf 
  
signifikansi (α) 0,05. Karena t hitung > t tabel (2,995 > 1,989) dan nilai 
signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 (0,004 < 0,05), maka 
hipotesis pertama diterima, artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. 
 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Hipotesis Pertama 
          
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,203 4,965  0,444 0,658 
Akuntabilitas 0,446 0,149 0,279 2,995 0,004 
Transparansi 
Pengawasan 
0,255 
0,567 
0,157 
0,138 
0,176 
0,406 
2,622 
4,114 
0,019 
0,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.6.3 Uji Hipotesis Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran 
Berkonsep Value for Money 
Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. Pengujian 
hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.18, tabel 
tersebut menunjukkan  nilai t hitung untuk variabel transparansi adalah sebesar 
2,622, sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 1,989 (df1=3-1=2 dan df2=86-
2-1=83). Selain itu, nilai signifikasinya adalah 0,019 lebih kecil dari taraf 
signifikansi (α) 0,05. Karena t hitung > t tabel (2,622 > 1,989) dan nilai 
  
signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 (0,019 < 0,05), maka 
hipotesis kedua diterima, artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. 
 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Hipotesis Kedua 
          
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,203 4,965  0,444 0,658 
Akuntabilitas 0,446 0,149 0,279 2,995 0,004 
Transparansi 
Pengawasan 
0,255 
0,567 
0,157 
0,138 
0,176 
0,406 
2,622 
4,114 
0,019 
0,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.6.4 Uji Hipotesis Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran 
Berkonsep Value for Money 
Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. Pengujian 
hipotesis ketiga dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.19, tabel 
tersebut menunjukkan  nilai t hitung untuk variabel pengawasan adalah sebesar 
4,114, sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 1,989 (df1=3-1=2 dan df2=86-
2-1=83). Selain itu, nilai signifikasinya adalah 0,000 lebih kecil dari taraf 
signifikansi (α) 0,05. Karena t hitung > t tabel (4,114 > 1,989) dan nilai 
signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 (0,000 < 0,05), maka 
  
hipotesis ketiga diterima, artinya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. 
 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
          
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,203 4,965  0,444 0,658 
Akuntabilitas 0,446 0,149 0,279 2,995 0,004 
Transparansi 
Pengawasan 
0,255 
0,567 
0,157 
0,138 
0,176 
0,406 
2,622 
4,114 
0,019 
0,000 
a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 
 
4.6.5 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap 
Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik 
pusat maupun daerah, membuat suatu entitas harus bekerja secara akuntabel. 
Suatu entitas yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan informasi 
secara terbuka mengenai keputusan-keputusan atau program-program yang 
telah diambil selama berjalannya entitas tersebut yang memungkinkan pihak luar, 
seperti legislatif, auditor, bahkan masyarakat secara luas dapat me-review 
informasi tersebut. 
Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas, perlu didukung oleh 
transparansi yaitu akses terhadap media yang mendorong akuntabilitas entitas 
terhadap masyarakat. Hal ini karena transparansi dibangun atas dasar 
kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
  
artian informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara 
langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 
Ketika kinerja sudah dapat dikatakan akuntabel, tentunya informasi 
tersebut harus dipublikasikan kepada publik. Ketika masyarakat memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan kinerja suatu instansi, maka dapat diasumsikan 
bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut dapat terbentuk. Di 
sisi lain, tuntutan akan adanya transparansi laporan keuangan sebenarnya juga 
dibutuhkan oleh setiap instansi untuk meningkatkan ataupun mengevaluasi 
kinerjanya. 
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadia 
Garini (2011) mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap 
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung”. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan memberikan 
pengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. 
Secara parsial, transparansi berpengaruh signifikan dan memberikan pengaruh 
terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. Selanjutnya, 
akuntabilitas berpengaruh signifikan dan memberikan pengaruh terhadap kinerja 
Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. 
Karena akuntabilitas juga menyangkut fungsi pengawasan, maka 
informasi yang berupa laporan keuangan harus memungkinkan untuk dapat 
diaudit atau dianalisis. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh 
pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dengan 
membandingkan hasil yang dicapai pada masa sekarang dan masa lalu dengan 
tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai 
kondisi dan kinerja suatu instansi pada masa mendatang. 
 
  
BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 
transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 
Money pada instansi pemerintah Kabupaten Bone. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money. Akuntabilitas merupakan salah 
satu unsur pokok perwujudan Good Corporate Governance di mana 
pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah 
dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah 
telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. 
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money, di mana anggaran harus dapat 
menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan 
manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang 
dianggarkan. 
3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
anggaran berkonsep Value for Money. Pengawasan itu sendiri 
merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu 
anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan 
membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang 
direncanakan. 
  
4. Berdasarkan hasil analisis korelasi ganda dalam penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat antara 
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran 
berkonsep Value for Money. 
 
5.2 Saran 
Saran dari peneliti yaitu pemerintah Kabupaten Bone dapat 
mempertahankan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan terhadap kinerja 
anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif (Value for Money) untuk mencapai 
kepemerintahan yang baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance yang lain seperti partisipasi, hukum dan aturan, responsivitas, 
orientasi consensus, keadilan dan kewajaran, serta visi strategis. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya memasukkan 3 variabel 
untuk mengukur kinerja anggaran yaitu akuntabilitas, transparansi, dan 
pengawasan. Sedangkan menurut Pieris dan Nizam (2008:132), ada 9 prinsip 
Good Corporate Governance, yaitu: 
1. Prinsip partisipasi 
2. Prinsip hukum dan aturan 
3. Prinsip transparansi 
4. Prinsip responsivitas 
5. Prinsip orientasi konsensus 
6. Prinsip keadilan dan kewajaran 
7. Prinsip efisiensi dan efektivitas 
  
8. Prinsip akuntabilitas 
9. Prinsip visi strategis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR PUSTAKA 
Antosius, F. Alijoyo. 2003. Corporate Governance, Edisi Kesatu. Jakarta: 
Prenhalindo. 
 
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: 
Penerbit Erlangga. 
 
Baswir, Revrisond. 1999. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta. 
 
Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 
2002. 
 
Faisal. 2003. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja 
Keuangan. Makalah SNA X. 
 
Frediawan, Ridwan. 2008. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate 
Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada 
PT Jamsostek Kantor Cabang II Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi 
Universitas Widyatama. 
 
Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja 
Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung. Bandung: Fakultas 
Ekonomi Jurusan Akuntansi UNIKOM. 
 
Gaspersz, Vincent. 1998. Manajemen Produktivitas Total. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. 
 
Hardikasari, Eka. 2011. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance 
terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. Semarang: Fakultas 
Ekonomi Universitas Diponegoro. 
 
Harryanto, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro. 
 
  
Herwidayatmo. 2003. Penerapan Prinsip GCG di Pasar Modal Indonesia, 
Investor Indonesia. 
 
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
 
Maksum, Azhar. 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, 
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu 
Akuntansi Manajemen. Medan: Universitas Sumatera Utara. 
 
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 
Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal 
Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006. 
 
Maulidiah, Andi Lina. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate 
Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perum Perumnas 
Regional VII Cab. Sulsel I. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin. 
 
Moeljono, Djokosantoso. 2005. Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 
 
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan. 2008. Etika Bisnis & Good Corporate 
Governance, Edisi Kedua. Jakarta: Pelangi Cendekia. 
 
Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, 
Teori, dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Pratuvaliandry. 2004. Analisis Kinerja Badan Pengawas Daerah Kota Pare-Pare 
dalam Pelaksanaan Pengawasan di Pemerintah Kota Pare-Pare. 
Makassar: Universitas Hasanuddin. 
 
Priyatno, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
  
Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 
 
Suyanto. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
terhadap Kinerja BUMN. Jurnal Akuntabilitas Vol. 6, No. 2. 
 
Terry, George R, dan Leslie W. Rue. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: 
PT Bumi Aksara. 
 
Tunggal, Iman, Sjahputra, dan Amin Widjaya Tunggal. 2002. Memahami Konsep 
Corporate Governance, Edisi Kedua. Jakarta: Harvarindo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
LAMPIRAN 1:  
BIODATA 
 
Identitas Diri 
Nama     : Rezky Mulya Anugriani 
Tempat, Tanggal Lahir  : Watampone, 29 Juni 1990 
Jenis Kelamin    : Perempuan 
Alamat Rumah  : Jalan Cendrawasih 
Telpon Rumah dan HP  : 085 240 908 274 
Alamat E-mail    : kiki_rezky69@yahoo.com 
 
Riwayat Pendidikan 
- Pendidikan Formal 
1. TK Adhyaksa Watampone (Tahun 1995) 
2. SD Negeri 11 Watampone (Tahun 1996) 
3. SMP Negeri 4 Watampone (Tahun 2002) 
4. SMA Negeri 1 Watampone (Tahun 2005) 
- Pendidikan Nonformal 
 
Riwayat Prestasi 
- Prestasi Akademik 
 
- Prestasi Nonakademik 
 
 
Pengalaman  
- Kerja 
1. Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Tahun 2011 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya, 
Makassar, 06 Februari 2013 
 
   
  Rezky Mulya Anugriani 
 
  
LAMPIRAN 2: 
 
 
DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE 
 
NO NAMA INSTANSI 
1 Sekretariat DPRD 
2 Sekretariat Daerah 
3 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 
4 Dinas Koperasi dan UMKM 
5 Dinas Perhubungan 
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
8 Dinas Kesejahteraan Sosial 
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
10 Dinas Peternakan 
11 Dinas Kesehatan 
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Alam (SDA) 
15 Dinas Kelautan dan Perikanan 
16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) 
17 Dinas Pemuda dan Olahraga 
18 Dinas Pendidikan 
19 Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan 
20 Dinas Pendapatan Daerah 
21 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
22 Badan Perencanaan Pengembangan Daerah dan Statistik 
23 Badan Lingkungan Hidup Daerah 
24 Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengelolaan Data Elektronik 
25 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
26 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
27 Badan Pemberdayaan Masyarakat 
28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
30 Badan Pel. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 
31 Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tenriawaru 
32 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan 
33 Badan Narkotika Nasional (BNN) 
34 Inspektorat Daerah 
35 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
36 Perusahaan Daerah (PERUSDA) 
37 Kantor Peng. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 
38 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
39 Kantor Pemadam Kebakaran 
40 Kantor Ketahanan Pangan 
41 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
42 Kantor Promosi dan Penanaman Modal 
43 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah 
  
LAMPIRAN 3: 
KUESIONER PENELITIAN 
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja 
Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kabupaten 
Bone 
 
 
 
Perihal: Permohonan untuk mengisi kuesioner 
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Usia saat ini: …………… tahun 
Pendidikan Terakhir: …………………… 
 
Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda silang 
(X) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut: 
 
1. Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju” (STS) 
2. Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS) 
3. Jika jawaban anda “Netral” (N) 
4. Jika jawaban anda “Setuju” (S) 
5. Jika jawaban anda “Sangat Setuju” (SS) 
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1 
Pengumuman anggaran kepada masyarakat 
dapat meningkatkan transparansi 
1 2 3 4 5 
2 
Informasi yang diberikan kepada publik dapat 
meningkatkan transparansi anggaran 
1 2 3 4 5 
3 
Mudah untuk mengakses dokumen publik 
tentang anggaran 
1 2 3 4 5 
4 
Sulit untuk mengakses dokumen publik 
tentang anggaran karena birokratis 
1 2 3 4 5 
5 
Musrembang dapat meningkatkan kebijakan 
transparansi anggaran 
1 2 3 4 5 
6 
Laporan pertanggungjawaban tahunan 
anggaran selalu tepat waktu 
1 2 3 4 5 
7 
Transparansi anggaran dapat mengakomodasi 
usulan/suara rakyat 
1 2 3 4 5 
8 
Pengumuman tentang anggaran bisa didapat 
setiap waktu 
1 2 3 4 5 
9 
Pengumuman kebijakan anggaran  mudah 
didapatkan oleh publik  
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
  
KUESIONER PENGAWASAN 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Saya berperan penuh dalam memberikan 
masukan saat penyusunan arah dan kebijakan 
anggaran 
1 2 3 4 5 
2 
Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam 
rangka penyusunan anggaran 
1 2 3 4 5 
3 
Pengawasan anggaran dilakukan secara 
internal dan eksternal 
1 2 3 4 5 
4 
Pengawasan anggaran dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah secara rutin 
1 2 3 4 5 
5 
Pimpinan atau atasan secara langsung dan 
rutin menilai kinerja bawahan pengguna 
anggaran 
1 2 3 4 5 
6 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
secara aktif mengawasi mekanisme 
penggunaan anggaran 
1 2 3 4 5 
7 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 
anggaran adalah secara preventip dan 
reprentif 
1 2 3 4 5 
8 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
secara aktif melakukan pengawasan anggaran 
dengan menugaskan Badan Pemeriksa 
1 2 3 4 5 
  
Keuangan (BPK) 
9 
Revisi anggaran dilakukan dengan alasan 
skala prioritas 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR 
MONEY 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Anggaran dikelola dengan memanfaatkan 
uang sebaik mungkin denga konsep Value for 
Money yang berorientasi kepada kepentingan 
publik 
1 2 3 4 5 
2 
Anggaran dikelola secara ekonomis untuk 
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 
produktif 
1 2 3 4 5 
3 
Anggaran dikelola secara efisien dengan 
penggunaan terendah untuk mencapai tujuan 
tertentu 
1 2 3 4 5 
4 
Anggaran dikelola secara efektif dimana 
semua program yang ditargetkan dapat 
mencapai hasil yang telah ditetapkan 
1 2 3 4 5 
5 
Anggaran dikelola secara adil (equity) dan 
merata (equality) dimana ada kesempatan 
sosial yang sama untuk mendapatkan 
pelayanan publik yang berkualitas 
1 2 3 4 5 
6 
Anggaran dikelola secara merata (equality) 
dan penggunaan dana publik tidak hanya 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu 
1 2 3 4 5 
7 
Adanya peran pemerintah daerah untuk 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 
1 2 3 4 5 
  
daerah 
8 
Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi 
pada kepentingan publik 
1 2 3 4 5 
9 
Anggaran selalu digunakan secara efisien dan 
hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
1 2 3 4 5 
10 
Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif 
dalam penggunaan anggaran 
1 2 3 4 5 
11 
Value for Money merupakan jembatan untuk 
mengantar pemerintah mencapai Good 
Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, 
transparan, ekonomis, efisien, serta efektif 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 4: 
SKORING KUESIONER 
Tabel 1 : Kuesioner Akuntabilitas 
 
DATA p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 Total Mean 
1 4 3 4 2 4 5 2 2 4 30 3.33333 
2 2 4 5 2 5 4 5 2 5 34 3.77778 
3 2 5 4 2 4 3 3 5 4 32 3.55556 
4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 38 4.22222 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 4.22222 
6 2 4 4 4 4 5 4 3 5 35 3.88889 
7 4 5 5 2 5 5 5 1 5 37 4.11111 
8 5 5 5 1 3 5 3 2 5 34 3.77778 
9 5 5 5 1 4 5 3 2 5 35 3.88889 
10 4 5 3 1 4 5 5 4 5 36 4 
11 2 5 5 1 4 4 4 4 5 34 3.77778 
12 3 5 5 3 4 5 4 4 4 37 4.11111 
13 4 3 5 3 5 4 4 4 5 37 4.11111 
14 4 4 4 1 4 4 3 4 5 33 3.66667 
15 5 5 5 1 4 5 5 4 4 38 4.22222 
16 4 4 5 1 4 4 5 2 5 34 3.77778 
17 2 5 4 2 4 5 4 4 4 34 3.77778 
18 2 4 5 2 5 5 4 4 5 36 4 
19 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33 3.66667 
20 3 2 2 2 5 5 4 4 3 30 3.33333 
21 4 5 5 2 4 5 3 2 2 32 3.55556 
22 2 1 2 1 2 2 3 5 2 20 2.22222 
23 4 5 4 2 4 5 3 4 5 36 4 
24 5 5 5 1 5 5 4 1 5 36 4 
25 4 2 1 1 3 4 3 4 2 24 2.66667 
26 5 5 5 2 5 4 5 4 5 40 4.44444 
27 4 2 4 2 4 5 2 2 4 29 3.22222 
28 3 5 1 1 3 5 2 4 4 28 3.11111 
29 5 5 5 4 4 4 2 4 3 36 4 
30 4 4 4 2 2 4 3 2 4 29 3.22222 
31 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4.11111 
32 3 5 4 2 5 5 3 2 4 33 3.66667 
33 2 4 4 1 4 5 4 4 5 33 3.66667 
34 5 5 1 1 4 5 3 3 5 32 3.55556 
35 5 5 1 1 4 5 3 3 5 32 3.55556 
36 5 5 1 1 4 5 3 3 5 32 3.55556 
  
37 2 2 4 3 4 3 2 2 4 26 2.88889 
38 3 2 4 1 5 5 3 5 5 33 3.66667 
39 5 5 1 1 4 5 3 3 5 32 3.55556 
40 5 5 1 1 4 5 3 3 5 32 3.55556 
41 2 4 4 4 4 5 4 2 5 34 3.77778 
42 4 5 3 1 5 5 4 2 5 34 3.77778 
43 5 4 4 2 3 5 4 3 5 35 3.88889 
44 5 5 5 1 3 2 3 2 3 29 3.22222 
45 5 5 4 1 4 3 3 2 5 32 3.55556 
46 4 4 5 2 5 4 3 2 5 34 3.77778 
47 5 5 4 2 4 5 2 2 2 31 3.44444 
48 2 2 3 3 4 4 4 4 4 30 3.33333 
49 4 5 5 2 5 5 5 2 4 37 4.11111 
50 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 4.11111 
51 3 3 3 2 3 4 4 3 4 29 3.22222 
52 3 4 5 2 4 5 4 2 4 33 3.66667 
53 4 4 2 3 4 4 3 3 4 31 3.44444 
54 2 4 4 2 4 5 4 4 4 33 3.66667 
55 4 2 1 1 3 4 3 4 2 24 2.66667 
56 2 4 4 3 4 5 4 2 4 32 3.55556 
57 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 3.77778 
58 5 5 1 1 4 5 4 2 2 29 3.22222 
59 4 4 4 4 4 4 3 2 3 32 3.55556 
60 4 5 3 1 5 5 3 2 4 32 3.55556 
61 3 4 4 2 4 4 4 4 4 33 3.66667 
62 5 4 4 2 5 5 4 2 4 35 3.88889 
63 5 5 4 2 4 5 3 5 4 37 4.11111 
64 2 4 4 2 4 4 2 2 4 28 3.11111 
65 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3.88889 
66 3 4 4 3 4 4 4 2 3 31 3.44444 
67 3 4 4 3 4 4 2 2 4 30 3.33333 
68 3 5 2 2 4 5 4 2 4 31 3.44444 
69 4 4 4 1 5 5 3 2 5 33 3.66667 
70 3 5 4 2 4 5 4 4 4 35 3.88889 
71 2 4 5 2 4 4 4 2 4 31 3.44444 
72 2 4 2 3 4 4 2 5 3 29 3.22222 
73 4 4 2 3 5 5 4 4 4 35 3.88889 
74 4 4 2 3 4 5 3 3 4 32 3.55556 
75 4 5 5 2 4 5 4 4 4 37 4.11111 
76 1 3 4 4 4 5 3 4 3 31 3.44444 
77 4 5 4 2 5 5 4 4 5 38 4.22222 
78 5 5 5 2 5 5 4 5 5 41 4.55556 
  
79 3 5 5 2 4 5 4 4 3 35 3.88889 
80 5 5 5 2 4 4 4 3 4 36 4 
81 4 2 2 2 4 2 2 2 4 24 2.66667 
82 4 4 4 2 4 4 4 2 4 32 3.55556 
83 2 4 4 4 4 5 4 2 4 33 3.66667 
84 3 4 5 4 5 5 4 4 4 38 4.22222 
85 3 4 4 2 4 5 3 3 3 31 3.44444 
86 2 4 4 5 4 5 4 4 4 36 4 
 
 
Tabel 2 : Kuesioner Transparansi 
 
DATA p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 Total Mean 
1 5 5 2 4 5 5 5 3 2 36 4 
2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 36 4 
3 5 5 4 2 4 3 4 4 3 34 3.77778 
4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 3.88889 
5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 37 4.11111 
6 4 4 3 2 5 4 4 4 3 33 3.66667 
7 5 5 5 2 5 5 5 4 5 41 4.55556 
8 5 5 4 1 5 5 4 5 5 39 4.33333 
9 5 5 5 4 3 2 4 4 4 36 4 
10 5 4 2 4 3 4 4 4 2 32 3.55556 
11 5 5 5 4 2 2 4 5 1 33 3.66667 
12 4 5 4 4 5 4 4 4 3 37 4.11111 
13 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 3.44444 
14 4 4 4 2 5 4 5 4 4 36 4 
15 5 5 5 2 4 5 4 4 5 39 4.33333 
16 4 4 4 2 4 4 5 4 3 34 3.77778 
17 5 4 4 2 4 5 4 4 4 36 4 
18 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 4.11111 
19 4 4 4 2 4 3 4 3 3 31 3.44444 
20 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 3.77778 
21 4 4 3 2 2 3 2 3 2 25 2.77778 
22 5 5 2 5 4 1 5 1 1 29 3.22222 
23 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 4 
24 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 4.44444 
25 2 2 3 1 4 4 4 2 1 23 2.55556 
26 5 5 5 2 4 5 5 5 5 41 4.55556 
27 5 5 4 2 4 4 4 4 4 36 4 
28 4 4 2 3 4 5 4 2 3 31 3.44444 
29 5 4 4 4 5 4 4 5 5 40 4.44444 
30 5 4 2 4 4 2 4 2 1 28 3.11111 
  
31 4 4 4 4 5 4 4 5 4 38 4.22222 
32 4 5 4 2 4 5 4 3 2 33 3.66667 
33 5 5 5 1 4 5 4 5 4 38 4.22222 
34 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 4.55556 
35 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 4.55556 
36 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 4.55556 
37 4 5 2 2 4 4 4 4 2 31 3.44444 
38 5 4 2 1 5 5 4 1 1 28 3.11111 
39 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 4.55556 
40 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 4.55556 
41 4 4 3 2 4 5 4 5 3 34 3.77778 
42 4 4 4 1 4 5 4 5 5 36 4 
43 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 
44 5 5 3 2 4 5 4 4 4 36 4 
45 4 4 4 2 3 5 3 2 5 32 3.55556 
46 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4.11111 
47 5 5 5 4 4 4 4 2 2 35 3.88889 
48 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 3.77778 
49 4 4 4 2 5 5 4 4 4 36 4 
50 4 3 3 3 3 5 4 4 4 33 3.66667 
51 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 3.66667 
52 4 4 2 4 4 2 4 2 2 28 3.11111 
53 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 3.33333 
54 4 4 2 4 4 4 4 2 2 30 3.33333 
55 2 2 3 1 4 4 4 2 1 23 2.55556 
56 4 4 4 2 4 5 5 5 5 38 4.22222 
57 4 4 2 2 4 4 5 4 4 33 3.66667 
58 4 5 3 2 4 4 5 3 2 32 3.55556 
59 3 2 4 4 4 2 3 4 2 28 3.11111 
60 3 5 4 1 4 5 4 4 5 35 3.88889 
61 4 4 3 2 4 4 3 4 5 33 3.66667 
62 5 5 4 1 4 5 4 4 4 36 4 
63 5 5 4 2 4 4 4 3 3 34 3.77778 
64 4 3 4 4 4 5 4 5 4 37 4.11111 
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3.88889 
66 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3.88889 
67 4 5 2 3 4 4 2 3 4 31 3.44444 
68 4 4 4 4 4 3 4 3 2 32 3.55556 
69 5 5 4 3 3 3 4 4 3 34 3.77778 
70 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 3.55556 
71 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 3.55556 
72 2 3 3 4 3 4 2 2 3 26 2.88889 
  
73 5 4 5 3 5 5 4 4 4 39 4.33333 
74 4 4 4 2 4 5 4 4 3 34 3.77778 
75 5 4 4 4 4 2 4 3 4 34 3.77778 
76 4 4 4 2 4 4 4 4 5 35 3.88889 
77 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 
78 5 5 5 3 3 5 5 5 3 39 4.33333 
79 4 4 4 2 4 4 4 5 4 35 3.88889 
80 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 3.55556 
81 4 4 4 2 4 2 2 2 2 26 2.88889 
82 4 4 5 1 4 5 4 4 4 35 3.88889 
83 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 4 
84 5 5 4 4 4 5 4 2 4 37 4.11111 
85 5 4 3 3 3 4 4 3 3 32 3.55556 
86 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3.88889 
 
 
Tabel 3 : Kuesioner Pengawasan 
 
DATA p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 Total Mean 
1 4 2 5 5 4 5 4 4 4 37 4.11111 
2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 3.55556 
3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 35 3.88889 
4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 34 3.77778 
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 4.44444 
6 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 4.22222 
7 5 5 5 5 5 5 3 2 5 40 4.44444 
8 2 5 5 4 4 5 4 5 5 39 4.33333 
9 3 3 4 4 4 5 4 2 4 33 3.66667 
10 3 4 5 4 5 3 3 4 5 36 4 
11 2 4 5 2 4 4 5 5 5 36 4 
12 5 3 4 5 4 5 4 5 4 39 4.33333 
13 3 4 4 4 3 3 3 3 4 31 3.44444 
14 3 4 4 4 4 5 4 4 5 37 4.11111 
15 4 5 5 5 5 5 4 3 5 41 4.55556 
16 3 4 4 4 4 4 3 2 4 32 3.55556 
17 4 4 4 5 5 5 4 3 4 38 4.22222 
18 2 4 5 5 4 4 2 2 5 33 3.66667 
19 3 5 5 4 5 5 5 4 4 40 4.44444 
20 4 4 5 5 4 1 2 2 5 32 3.55556 
21 1 3 5 4 3 5 4 1 2 28 3.11111 
22 2 2 5 4 2 2 1 3 1 22 2.44444 
23 3 5 4 4 4 5 4 4 4 37 4.11111 
24 4 5 5 4 5 4 4 3 5 39 4.33333 
  
25 2 2 4 4 4 5 4 4 3 32 3.55556 
26 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 4.66667 
27 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 3.77778 
28 2 5 4 5 5 4 4 2 4 35 3.88889 
29 3 4 3 4 3 4 4 4 5 34 3.77778 
30 2 4 4 4 4 2 3 4 4 31 3.44444 
31 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4.11111 
32 2 4 5 4 4 4 4 4 4 35 3.88889 
33 3 3 5 4 5 3 4 2 5 34 3.77778 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
37 3 4 5 5 5 4 4 4 5 39 4.33333 
38 3 4 4 5 4 5 5 4 4 38 4.22222 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
41 3 4 5 4 4 5 4 2 5 36 4 
42 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 4.22222 
43 3 5 4 4 4 5 4 5 3 37 4.11111 
44 2 5 4 4 4 4 3 4 4 34 3.77778 
45 4 5 5 4 5 2 3 4 5 37 4.11111 
46 5 5 4 4 5 3 3 4 5 38 4.22222 
47 5 4 5 5 4 5 4 4 4 40 4.44444 
48 3 4 4 5 4 5 4 4 4 37 4.11111 
49 3 4 5 4 5 4 3 3 4 35 3.88889 
50 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 4 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 
52 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4.11111 
53 3 4 4 4 5 4 4 4 5 37 4.11111 
54 2 4 4 4 4 4 4 4 2 32 3.55556 
55 4 2 4 4 4 5 4 4 3 34 3.77778 
56 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 4.11111 
57 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 4.11111 
58 4 5 5 1 4 4 4 5 5 37 4.11111 
59 3 2 3 4 3 2 3 3 3 26 2.88889 
60 4 5 4 4 5 4 4 5 5 40 4.44444 
61 4 5 5 4 4 4 3 3 4 36 4 
62 2 5 5 5 5 4 3 5 5 39 4.33333 
63 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 4.44444 
64 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4.11111 
65 2 4 4 4 4 4 3 4 3 32 3.55556 
66 2 4 4 4 4 4 3 4 3 32 3.55556 
  
67 3 4 4 5 3 5 3 4 3 34 3.77778 
68 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 3.77778 
69 3 4 5 4 4 5 4 5 5 39 4.33333 
70 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 3.77778 
71 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 3.77778 
72 3 4 5 4 3 3 3 3 3 31 3.44444 
73 3 4 5 5 4 4 5 4 5 39 4.33333 
74 3 4 5 5 5 5 4 4 5 40 4.44444 
75 2 4 4 5 4 5 4 4 4 36 4 
76 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 3.77778 
77 2 4 4 5 4 4 4 5 4 36 4 
78 2 5 5 5 5 5 5 4 4 40 4.44444 
79 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 3.77778 
80 3 4 5 5 5 3 3 4 4 36 4 
81 2 4 4 4 4 2 4 2 4 30 3.33333 
82 2 4 4 4 5 2 4 2 4 31 3.44444 
83 3 2 4 5 4 4 4 4 3 33 3.66667 
84 3 2 5 5 5 5 4 2 4 35 3.88889 
85 2 4 4 5 4 2 2 2 4 29 3.22222 
86 2 3 5 4 5 5 4 4 4 36 4 
 
 
Tabel 4 : Kuesioner Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 
 
DATA p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 Total Mean 
1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 47 4.27273 
2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 51 4.63636 
3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 44 4 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 50 4.54545 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 48 4.36364 
6 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 50 4.54545 
7 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 42 3.81818 
8 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 51 4.63636 
9 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 48 4.36364 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
11 5 4 4 5 5 5 5 2 2 4 5 46 4.18182 
12 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 47 4.27273 
13 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 42 3.81818 
14 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 48 4.36364 
15 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 46 4.18182 
17 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 53 4.81818 
18 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 52 4.72727 
  
19 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 47 4.27273 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
21 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 41 3.72727 
22 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 17 1.54545 
23 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 45 4.09091 
24 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 50 4.54545 
25 2 2 1 3 4 2 4 2 2 3 4 29 2.63636 
26 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 47 4.27273 
27 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 42 3.81818 
28 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 4.09091 
29 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 4 44 4 
30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 3.90909 
31 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4.09091 
32 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 46 4.18182 
33 5 5 4 4 5 4 3 5 2 4 5 46 4.18182 
34 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
35 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
36 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
37 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 48 4.36364 
38 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 52 4.72727 
39 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
40 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.81818 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 46 4.18182 
42 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 50 4.54545 
43 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 49 4.45455 
44 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 45 4.09091 
45 4 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 47 4.27273 
46 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 45 4.09091 
47 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 45 4.09091 
48 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 43 3.90909 
49 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 50 4.54545 
50 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 40 3.63636 
51 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 41 3.72727 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 4.90909 
54 4 4 2 5 4 5 2 4 4 5 4 43 3.90909 
55 2 2 1 3 4 2 4 3 2 3 4 30 2.72727 
56 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 49 4.45455 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
59 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 36 3.27273 
60 1 5 3 5 5 5 4 5 4 4 1 42 3.81818 
  
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 46 4.18182 
62 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 47 4.27273 
63 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 43 3.90909 
64 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4.09091 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
67 4 2 4 5 3 4 5 4 4 3 4 42 3.81818 
68 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 5 45 4.09091 
69 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 47 4.27273 
70 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 3.90909 
71 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 3.90909 
72 4 1 3 5 3 3 3 4 4 4 3 37 3.36364 
73 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 49 4.45455 
74 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 49 4.45455 
75 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 48 4.36364 
76 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 46 4.18182 
77 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 46 4.18182 
78 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 52 4.72727 
79 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 50 4.54545 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
81 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 40 3.63636 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
83 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 44 4 
84 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4.90909 
85 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 39 3.54545 
86 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 47 4.27273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 5: 
 
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF KUESIONER 
 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Akuntabilitas 86 20 41 32.98 3.685 
Transparansi 86 23 41 34.30 4.073 
Pengawasan 86 22 45 35.91 4.211 
Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 86 17 55 46.00 5.889 
Valid N (listwise) 86 
    
 
 
KUESIONER AKUNTABILITAS 
Frequencies 
 
Statistics 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
N Valid 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.63 4.16 3.73 2.14 4.10 4.49 3.50 3.12 4.10 
Std. Error of Mean .120 .104 .137 .114 .068 .079 .087 .115 .092 
Std. Deviation 1.117 .968 1.269 1.053 .633 .732 .808 1.067 .854 
 
 
Frequency Table 
 
p1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 18 20.9 20.9 22.1 
3 15 17.4 17.4 39.5 
4 30 34.9 34.9 74.4 
5 22 25.6 25.6 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
  
p2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 8 9.3 9.3 10.5 
3 4 4.7 4.7 15.1 
4 36 41.9 41.9 57.0 
5 37 43.0 43.0 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 9 10.5 10.5 10.5 
2 8 9.3 9.3 19.8 
3 5 5.8 5.8 25.6 
4 39 45.3 45.3 70.9 
5 25 29.1 29.1 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 25 29.1 29.1 29.1 
2 38 44.2 44.2 73.3 
3 12 14.0 14.0 87.2 
4 8 9.3 9.3 96.5 
5 3 3.5 3.5 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
p5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 
3 7 8.1 8.1 10.5 
4 57 66.3 66.3 76.7 
5 20 23.3 23.3 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p6 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.5 3.5 3.5 
3 3 3.5 3.5 7.0 
4 29 33.7 33.7 40.7 
5 51 59.3 59.3 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p7 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 11.6 11.6 11.6 
3 30 34.9 34.9 46.5 
4 39 45.3 45.3 91.9 
5 7 8.1 8.1 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
p8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.3 2.3 2.3 
2 32 37.2 37.2 39.5 
3 12 14.0 14.0 53.5 
4 34 39.5 39.5 93.0 
5 6 7.0 7.0 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p9 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 6 7.0 7.0 7.0 
3 9 10.5 10.5 17.4 
4 41 47.7 47.7 65.1 
5 30 34.9 34.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
KUESIONER TRANSPARANSI 
Frequencies 
 
Statistics 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
N Valid 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.30 4.23 3.73 2.62 4.03 4.10 4.08 3.69 3.51 
Std. Error of Mean .076 .077 .097 .117 .067 .102 .073 .110 .127 
Std. Deviation .704 .714 .900 1.086 .622 .946 .672 1.021 1.176 
 
 
 
  
 
Frequency Table 
 
p1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.5 3.5 3.5 
3 3 3.5 3.5 7.0 
4 45 52.3 52.3 59.3 
5 35 40.7 40.7 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.5 3.5 3.5 
3 5 5.8 5.8 9.3 
4 47 54.7 54.7 64.0 
5 31 36.0 36.0 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 11 12.8 12.8 12.8 
3 16 18.6 18.6 31.4 
4 44 51.2 51.2 82.6 
5 15 17.4 17.4 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
  
p4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 14 16.3 16.3 16.3 
2 30 34.9 34.9 51.2 
3 18 20.9 20.9 72.1 
4 23 26.7 26.7 98.8 
5 1 1.2 1.2 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 2.3 2.3 2.3 
3 9 10.5 10.5 12.8 
4 59 68.6 68.6 81.4 
5 16 18.6 18.6 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p6 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 7 8.1 8.1 9.3 
3 7 8.1 8.1 17.4 
4 38 44.2 44.2 61.6 
5 33 38.4 38.4 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
  
p7 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 4 4.7 4.7 4.7 
3 4 4.7 4.7 9.3 
4 59 68.6 68.6 77.9 
5 19 22.1 22.1 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.3 2.3 2.3 
2 11 12.8 12.8 15.1 
3 17 19.8 19.8 34.9 
4 38 44.2 44.2 79.1 
5 18 20.9 20.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
KUESIONER PENGAWASAN 
Frequencies 
 
Statistics 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
N Valid 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.26 4.01 4.43 4.28 4.24 4.12 3.78 3.69 4.10 
Std. Error of Mean .109 .091 .061 .073 .070 .103 .080 .109 .091 
Std. Deviation 1.008 .847 .564 .680 .650 .951 .742 1.009 .841 
 
 
 
 
 
 
 
  
Frequency Table 
 
p1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 21 24.4 24.4 25.6 
3 30 34.9 34.9 60.5 
4 23 26.7 26.7 87.2 
5 11 12.8 12.8 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 8.1 8.1 8.1 
3 9 10.5 10.5 18.6 
4 46 53.5 53.5 72.1 
5 24 27.9 27.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 3 3.5 3.5 3.5 
4 43 50.0 50.0 53.5 
5 40 46.5 46.5 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
  
p4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 1 1.2 1.2 2.3 
3 2 2.3 2.3 4.7 
4 51 59.3 59.3 64.0 
5 31 36.0 36.0 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.2 1.2 1.2 
3 7 8.1 8.1 9.3 
4 48 55.8 55.8 65.1 
5 30 34.9 34.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p6 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 7 8.1 8.1 9.3 
3 7 8.1 8.1 17.4 
4 37 43.0 43.0 60.5 
5 34 39.5 39.5 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
  
p7 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 3 3.5 3.5 4.7 
3 20 23.3 23.3 27.9 
4 52 60.5 60.5 88.4 
5 10 11.6 11.6 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 14 16.3 16.3 17.4 
3 13 15.1 15.1 32.6 
4 41 47.7 47.7 80.2 
5 17 19.8 19.8 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p9 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 3 3.5 3.5 4.7 
3 11 12.8 12.8 17.4 
4 42 48.8 48.8 66.3 
5 29 33.7 33.7 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
KUESIONER ANGGARAN KINERJA BERKONSEP VALUE FOR 
MONEY 
Frequencies 
 
Statistics 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 
N Valid 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.10 4.24 3.59 4.27 4.33 4.33 4.12 4.14 4.08 4.33 4.48 
Std. Error of Mean .086 .098 .097 .071 .075 .085 .080 .086 .089 .069 .075 
Std. Deviation .797 .907 .899 .658 .694 .789 .742 .799 .829 .641 .698 
 
 
Frequency Table 
 
p1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.3 2.3 2.3 
2 2 2.3 2.3 4.7 
3 5 5.8 5.8 10.5 
4 53 61.6 61.6 72.1 
5 24 27.9 27.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.3 2.3 2.3 
2 3 3.5 3.5 5.8 
3 6 7.0 7.0 12.8 
4 36 41.9 41.9 54.7 
5 39 45.3 45.3 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
  
p3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 3.5 3.5 3.5 
2 6 7.0 7.0 10.5 
3 23 26.7 26.7 37.2 
4 45 52.3 52.3 89.5 
5 9 10.5 10.5 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p4 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
3 4 4.7 4.7 5.8 
4 51 59.3 59.3 65.1 
5 30 34.9 34.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
3 5 5.8 5.8 7.0 
4 44 51.2 51.2 58.1 
5 36 41.9 41.9 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
p6 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 3 3.5 3.5 4.7 
3 2 2.3 2.3 7.0 
4 41 47.7 47.7 54.7 
5 39 45.3 45.3 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p7 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 3.5 3.5 3.5 
3 10 11.6 11.6 15.1 
4 47 54.7 54.7 69.8 
5 26 30.2 30.2 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 2 2.3 2.3 3.5 
3 10 11.6 11.6 15.1 
4 44 51.2 51.2 66.3 
5 29 33.7 33.7 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
  
p9 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 4 4.7 4.7 5.8 
3 8 9.3 9.3 15.1 
4 47 54.7 54.7 69.8 
5 26 30.2 30.2 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p10 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.2 1.2 1.2 
3 5 5.8 5.8 7.0 
4 45 52.3 52.3 59.3 
5 35 40.7 40.7 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
p11 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.2 1.2 1.2 
2 1 1.2 1.2 2.3 
3 1 1.2 1.2 3.5 
4 36 41.9 41.9 45.3 
5 47 54.7 54.7 100.0 
Total 86 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 6:  
HASIL UJI VALIDITAS 
 
KUESIONER AKUNTABILITAS 
Correlations 
  Skor Total 
p1 Pearson Correlation .272
*
 
Sig. (2-tailed) .011 
N 86 
p2 Pearson Correlation .598
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p3 Pearson Correlation .572
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p4 Pearson Correlation .252
*
 
Sig. (2-tailed) .019 
N 86 
p5 Pearson Correlation .566
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p6 Pearson Correlation .467
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p7 Pearson Correlation .565
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p8 Pearson Correlation .192 
Sig. (2-tailed) .076 
N 86 
p9 Pearson Correlation .524
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
 
 
 
 
 
  
KUESIONER TRANSPARANSI 
Correlations 
  Skor Total 
p1 Pearson Correlation .604
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p2 Pearson Correlation .570
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p3 Pearson Correlation .671
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p4 Pearson Correlation -.138 
Sig. (2-tailed) .204 
N 86 
p5 Pearson Correlation .428
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p6 Pearson Correlation .520
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p7 Pearson Correlation .541
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p8 Pearson Correlation .745
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p9 Pearson Correlation .771
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER PENGAWASAN 
Correlations 
  Skor Total 
p1 Pearson Correlation .613
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p2 Pearson Correlation .587
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p3 Pearson Correlation .453
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p4 Pearson Correlation .321
**
 
Sig. (2-tailed) .003 
N 86 
p5 Pearson Correlation .649
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p6 Pearson Correlation .593
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p7 Pearson Correlation .652
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p8 Pearson Correlation .583
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p9 Pearson Correlation .671
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR 
MONEY 
Correlations 
  Skor Total 
p1 Pearson Correlation .749
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p2 Pearson Correlation .791
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p3 Pearson Correlation .622
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p4 Pearson Correlation .698
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p5 Pearson Correlation .651
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p6 Pearson Correlation .785
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p7 Pearson Correlation .544
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p8 Pearson Correlation .772
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p9 Pearson Correlation .769
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p10 Pearson Correlation .811
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
p11 Pearson Correlation .441
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 86 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 7:  
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
 
KUESIONER AKUNTABILITAS 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 86 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 86 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.518 .576 8 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
p1 26.23 11.851 .014 .578 
p2 25.70 9.625 .439 .405 
p3 26.13 9.172 .315 .452 
p4 27.72 12.627 -.071 .602 
p5 25.76 10.869 .463 .434 
p6 25.37 11.178 .305 .468 
p7 26.36 10.610 .369 .444 
p9 25.76 10.516 .353 .446 
 
 
  
KUESIONER TRANSPARANSI 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 86 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 86 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.783 .781 8 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
p1 27.38 16.098 .425 .770 
p2 27.45 16.015 .432 .769 
p3 27.95 14.398 .554 .748 
p5 27.65 16.865 .341 .780 
p6 27.58 14.834 .448 .767 
p7 27.60 16.265 .420 .771 
p8 28.00 13.224 .637 .732 
p9 28.17 12.240 .653 .729 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER PENGAWASAN 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 86 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 86 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.737 .743 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
p1 32.65 13.547 .427 .713 
p2 31.90 14.260 .431 .710 
p3 31.48 15.899 .336 .726 
p4 31.63 16.354 .167 .748 
p5 31.66 14.603 .545 .697 
p6 31.79 13.885 .415 .714 
p7 32.13 14.207 .532 .695 
p8 32.22 13.798 .389 .721 
p9 31.80 13.690 .536 .691 
 
 
 
 
  
KUESIONER KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR 
MONEY 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 86 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 86 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.891 .892 11 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
p1 41.90 28.283 .679 .878 
p2 41.76 27.057 .721 .875 
p3 42.41 28.903 .514 .889 
p4 41.73 29.704 .633 .881 
p5 41.67 29.846 .575 .884 
p6 41.67 28.010 .725 .875 
p7 41.88 30.480 .445 .891 
p8 41.86 28.051 .708 .876 
p9 41.92 27.864 .700 .876 
p10 41.67 28.975 .768 .875 
p11 41.52 31.547 .338 .897 
 
 
  
LAMPIRAN 8:  
 
HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
Hasil Uji Metode Grafik 
Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 86 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 4.18459632 
Most Extreme Differences Absolute .116 
Positive .116 
Negative -.095 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.072 
Asymp. Sig. (2-tailed) .201 
a. Test distribution is Normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 9:  
 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.203 4.965  .444 .658   
Akuntabilitas .446 .149 .279 2.995 .004 .710 1.407 
Transparansi .255 .157 .176 2.622 .019 .523 1.914 
Pengawasan .567 .138 .406 4.114 .000 .633 1.579 
a. Dependent Variable: Anggaran Kinerja Berkonsep Value 
for Money 
    
 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
  
LAMPIRAN 10:  
 
 
HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA HIPOTESIS 
PERTAMA, KEDUA, DAN KETIGA 
Descriptive Statistics 
 
N Mean Std. Deviation 
Akuntabilitas 86 32.98 3.685 
Transparansi 86 34.30 4.073 
Pengawasan 86 35.91 4.211 
Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money 86 46.00 5.889 
Valid N (listwise) 86 
  
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pengawasan, 
Akuntabilitas, 
Transparansi
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Anggaran Kinerja Berkonsep 
Value for Money 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .704
a
 .495 .477 4.260 
a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi 
b. Dependent Variable: Anggaran Kinerja Berkonsep Value for Money 
 
 
 
 
 
 
 
  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.203 4.965  .444 .658 
Akuntabilitas .446 .149 .279 2.995 .004 
Transparansi .255 .157 .176 2.622 .019 
Pengawasan .567 .138 .406 4.114 .000 
a. Dependent Variable: AnggaranKinerjaBerkonsepValueforMoney     
 
 
 
 
 
 
